
Menimbang : a. bahwa ketentuan protokoler dan keuangan Pimpinan dan 
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bekasi 
telah diatur da'am Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 
3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 
8 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan 
Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 
Kabupaten Bekasi yang teknls pelaksanaannya pertu ditetapkan 
melalui Peraturan Bupati; 

b. bahwa petunjuk pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi 
Nomor 3 Tahun 2006 yang semula tetah ditetapkan melalui 
Peraturan Bupati Bekasl Nomor 3.A Tahun 2006 sebagaimana 
telah beberapa kali diubah terakhir metalui Peraturan Bupati 
Bekasi Nomor 20 Tahun 2012 tentang Perubahan Keenam Atas 
Peraturan Bupati Bekasi Nomor 3.A Tahun 2006 peiaksanaannya 
perlu diubah oan disesuaikan kembali; 

c. banwa untuk maksud sebagaimana huruf a dan huruf b di etas, 
perubahannya tersebut periu d,tetapkan kembalt deogan 
Peraturan Bupati. 

Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan 
Daerah·Daerah Kabuoaten Dalam Ungkungan Provinsi Jawa Barat 
(Serita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah dlubah dengan 
Undang·Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan 
Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan 
mengubah Undang·Undang Nomor 14 Tanun 1950 tentang 
Pembentukan Daerah·Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan 
Provinsl Jawa Barat (Lembaran Negara Reput>lik Indonesia Tahun 
1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republlk l!Y.lonesa 
Nomor 2851); 

BUPATI BEKASI, 

DENGAN RAH MAT TUHAN YANG MAHA ESA, 

PERUBAHAN KETUJUH ATAS PERATURAN BUPATI BEKASI NOMOR 3.A TAHUN 
2006 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN 

BEKASI NOMOR 3 TAHUN 2006 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN 
DAERAH NOMOR 8 TAHUN 2004 TENTANG KEDUDUKAN PROTOKOLER 

DAN KEUANGAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN 
RAKYAT DAERAH KABUPATEN BEKASI 

TENT ANG 

PERATURAN BUPATI BEKASI 

NOMOR 1 TAHUN 2014 
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l ::.ang ~ 17 ,a~"Un 2003 terrta'1(J Keaangan 
l'oec..t;; l..ali:a-:,~ ~ara Repuol k 1lld0nes,a -at,un 2003 
fi:11.o 47 ,a~.tial\ar l.>;mbara11 Negara Repub1 ~ Indonesia 
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.c uroar,g-Undang Nomo• l Tahun 200-l tentang Perbendaharaan 
"legara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nornor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
l\omor 4355); 

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pernenntanan 
Daerah (lembaran Negara Republik Indooesia Tahun 2004 
Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhlr 
dengan Unclang-Unclang Nomor 12 Tahun 2008 tentang 
Perubahan Kedua atas Undang·Undang Nomor 32 Tahun 2004 
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 20-08 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor <1844 ); 

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 
l<euangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Oaerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 

7. Undang·Undang Nomor 27 Tahun 2009 te,""ng MaJelis 
Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwal\ilan Rakyat, Dewan 
Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Oaerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor !23, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5043); 

8. Undang·Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentu'<an 
Peraturan Perundang·Undangan (Lembaran Negara Republil< 
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5234); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedodukan 
Protokoler dan l<euangan Pimpinan dan Anggota Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan ternberen Negara Republik 
Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah beberapa kali, 
terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 
tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 
Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keua0¥n 
Pimplnan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Doerah 
(Lembaran Negara Republ,k Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, 
Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia NoffiOI' 4712); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 
Pengetolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4578); 

11. Peraturan Pemenntah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian 
Urusan Pemerintahan entera Pemerintah, Pemerintahan Daerah 
Provins; dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/l<ota (lembaran 
Negara Republik lndones a Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan 
Lembaran Negara Repubfik lnoo1es,a Nomor 4737); 

- 
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Beberapa ketentuan datam Peraturan Bupatl Bekasi Namer 3A Tahun 2006 tentang 
Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 3 Tahun 2006 
tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 8 Tahun 200'! 
tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bekasi (Benta Daerah Kabupaten Bekasi 
Tahun 2006 Nemer 2 Sen A) sebagaimana telah beberapa ka6 diubah terakhir 
dengan Peraturan Bupati Bekasl Nomor 20 Tahun 2012 tentang Perubahan 
Keenam Atas Peraturan Bupati Bekas, Nomor 3A Tahun 2006 tentang Petunjuk 
Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 3 Tahun 2006 tentang 
Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 8 Tahun 2004 tentaog 
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13 ~ Mecen Dalan 'iegen Nornor :3 -arun 2006 temang 
rl-=.:r..an l'el".oe!olilar J(e<Jangan oaerah sebaga,mana telah 
~'la ..al aiubah ter.a,hir aengan Peraturan Menteri oatam 
t;eaen r.omor 21 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Alas 
Perat\J•an Menten Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang 
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 

!4. Perat\Jran Menter! Keuangan Nomor 113/PMK.05/2012 tentang 
Perjalanan Dinas Dalam Negeri bagl PeJabat Negara, Pegawai 
Negeri, dan Pegawai Ticlak Tetap; 

15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 72/PMK.02/2013 tentang 
Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2014; 

16. Peraturan Oaerah Kabupaten Bekasi Nornor 8 Tahun 2004 
tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan 
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah 
Kabupaten Bekasi Tahun 2004 Nomor 8) sebagaimana telah 
diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 3 
Tahun 2007 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah 
Kabupaten Bekasi Nomor 8 Tahun 2004 tentang Kedudukan 
Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan AnggOta Dewan 
Perwakilan Rakyat Oaeran (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi 
Tahun 2007 Nemer 3); 

17. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor I Tahun 2007 
tentang Pokok-pokok Pengelofaan Keuangan Daerah (Lembaran 
Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2007 Nornor !}; 

MEMUTUSKAN : 
Menetapkan : PERATURAN BUPATI BEKASI TENTANG PERUBAHAN KETIJJUH 

ATAS PERATURAN BUPATI BEKASI NOMOR 3.A TAHUN 2006 
TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH 
KABUPATEN BEKASI NOMOR 3 TAHUN 2006 TENTANG 
PERUBAHAN ATAS PERATURAN OAERAH NOMOR 8 TAHUN 200<! 
TENTANG KEDUDUKAN PROTOKOLER DAN KEUANGAN 
P[MPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKll»I RAKYAT 
DAERAH KABUPATEN BEKASI. 



No. Kecamatan 1 Satuan B!aya Perjalanan • 
• 

(1) (2) (3) (4) I 
1 Okarang Pusat OH Rp LlS.000 

2 Cikarang Timur OH Rp 135.000 

3 Cikarang Selatan OH Rp 145.000 

4 Cikarang Utara T OH Rp 150.000 

5 Cikarang Barat OH • RI) 155.000 I 
6 Serang Baru OH Rp 150.000 
7 Bojongmangu OH Rp 150.000 
8 , Cibarusah OH Rp 165.000 
9 • Kedungwaring,n OH Rp 165.000 
10 Karang Bahag,a OH Rjl 170.000 
11 Tambun Selatan OH I Rjl 160.000 
12 Setu OH Rp 165.000 
13 Cibitung OH Rp 170.000 

- 

( 1) Kunjungan ker)a dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi clan wewenang 
DPRD dilaksanakan d1 dalam dan di luar Kabupaten dan keluar PrOVlnsi 
hanya untuk hal·hal penting dan mendesak. 

(2) Kunjungan kerja alat kelengkapan DPRD datam rangka study banding 
keluar Provinsi ditetapkan sebagai berikut : 
a. Sadan Musyawarah dapat melaksanakan kunjungan kerja maksimal 2 

(dua) kali per tahun. 
b. Badan Anggaran dapat melaksanakan kunjungan kerja maksimal 2 

(dua) kali per tahun. 
c. Badan Legislas, dapat melaksanakan kunjungan kerja maksimal 1 

(satu) kali per tahun. 
o. Badan Kehormatan dapar metaksanakan kunjungan kerja maksimal 1 

(satu) kall per tanun. 
e. Komisi·komisi dapat melaksanakan kunjungan kerja maksimal 1 

(satu) kali per tahun. 
(3) Pelaksanaan perjalanan dmas study banding kepada yang bersangkutan 

dapat diberikan perjalanan dinas sesuai ketentuan yang bertaku. 
( 4) a. Perjalanan dinas dalam daerah Kabupaten Bekasi diberikan biaya 

perjalanan dinas sebagai berikut : 
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b. Peqalanan dinas wdayah Kota Bekasi den Kabupaten Karawang 
diben1<an biaya perjalanan dinas sebesar Rp. 200.000, • /orang/hari. 

e. Perjalanan dinas di Luar Kabupaten Bekasi untuk wilayah di dalam 
Propinsl Jawa Barat, Propinsi OKI Jakarta dan Propinsi Banten, dapat 
diberikan: 

e,aya Transport (at cos{) sebagai berikut : 

a). Provins; OKI Jakarta, Kaoupaten Purwakarta dan Kota Depok 
sebesar Rp, 200.000,· /orang/harl. 

b), Kota Boger, Kabupaten Begor dan Provins! Banten seeeser 
Rp. 300.000, /orang/hari. 

c). Kota Bandung, Kabupaten Bandung, Kabupaten Bandung 
Barat, Kabupaten Subang, Kota Cimahi dan Kabupaten Cianjur 
sebesar Rp. 400.0-00, ·/orang/hari. 

d). Kabupaten Sumedang, Kabupaten Indramayu, Kabupaten 
Garut, Kota orebco, Kabupaten Cirebon, Kabupaten 
Majatengka, Kota Sukabumi dan Kabupaten Sukal>umi sebesar 
Rp. 500.000,·/orang/han. 

e). Kabupaten Kuningan, Kabupaten Tasikmalaya, Kota 
Tasikmalaya, Kota Banjar dan Kabupaten Pangandaran seoesar 
Rp. 700.000, ·/orang/hari. 

Uang Harian (lumpsum) sebagal berikut : 
a). Provlnsi OKI Jakarta sebesar Rp. 530.000,·/orang/hari. 
b). Provinsi Jawa Barat sebesar Rp. 430.000,·/orang/hari. 
c). Provlnsi Banten sel>esar Rp. 370.000,·/orang/hari. 

Uang Representasl (lvmpsum) sebesar Rp. 250.00-0,· /han; 

B,aya Penginapan ( at cos() sebagai berikut : 

a). ProvinSl OKI Jakarta : 
• Pimpinan OPRO sebesar Rp. 8.720.000, ·/kamar/hari. 
• Anggota OPRO seoesar Rp. 1.000.000,·/kamarjhari. 

b), Provinsi Jawa Barat : 
• Pimpinan OPRO sebesar Rp. 3.664.000,·/kamar/han. 
• Anggota OPRO sebesar Rp. J.753.000,·/kamar/hari. 

- 

!9 ~ Oh Rp 185.000 

:!O ' -arumaiaya OH Rp 220.000 
;n Ballelan OH Rp 225.000 
22 Cabangbungin OH Rp 265.000 
23 Muaragembong I OH Rp 270.000 

Rp 175 000 

- o-i 'r'~ 1~c - - 
0,-, Ri> 2' .JO' 

~ o- Rp 200.000 
1 5aaiaTa OH Rp 190.000 



No. I Provinsi Satuan Biaya Taksi 

(Rp.) 

L Aceh Kali 95.000,· 

2. Sumatera Utara Kan 232.000,- 

3. Riau Ka~ 70.000,- 

4 . Kepulauan Riau Kah 96.000.- . 
s. Jam bi Kali 60.000,- 

6. sumetera sarar Kali I lSJ.000,- 

7. Sumatera Selatan I Kali 90.000,- 
8. Lampung Kah 123.000,- 
9. Bengkulu Kali so.ooo.- 
10. Bangka Belitung Kali 60.000,- 
l t. Banten Kali 306.000,- 

12. Jawa Barat Kah 60.000,· 
13. DKI Jakarta Kali I 170.000,- 

Klasifikasi biaya Taksi, Tiket Pesawat/ Kapal Laut/ Kereia Ap,/ Bis/ 
Travel, uang henen dan penginapan adalah sebaga, bertkut : 

d. r. Satuan Biaya Taksl Perjalanan Dinas DaJam Negeri 

F.=-=:c~ ~=~ 3.BOS.000.- s=.a: ·.art 
kl;;;:::. ~ seeesar ; a, 1 -' 30.000 -, kaina~ nan. 

aa,,"3 >\:~ t>inas e Lua- Kabupaten 6ekaSi, ,.-1ayah d; luar 
Prc,.,rs J.;w:; Barat D•:I Jalearta dan Prov,~sf Banter> d•berikaro sesua; 
oengan 1"0Cla transoortast yang cligunakan. 
&aya Per)alanan ones Luar Kabupaten Bekasi untuk daerah di luar 
Prop,1'1$1 Jawa Barat, DK! Jakarta, dan Banten dapat diberikan: 

Biaya transport (at cost) mehputi antara lain: 
o Biaya BBM, tol, parkir 
o Biaya transportasi menuju dan dari bandara (at cost) 

o Biaya taksi 
o Biaya Tiket Pesawat/ Kapal Laut/ Kereta Af)i/ Bis/ Travel 
Biaya retribusi yang dipungut di terminal bus/ stasiun/ bandaraf 
pelabuhan keberangkatan dan kepulangan ( at cost); 
Uang harian (lumpsum); dan/atau 
Uang represeotasi (lumpsum) sebesar Rp. 250.000,-/hari; 
Biaya penginapan (at cost); 



d.3. Satuan Uang Harian Perjalanan Dinas Bagi Plmpinan dan 
Anggota OPRD 

MOOA TRANSPORT AS1 
No. PELAKSANA PESAWAT I KAPAL KERETA lAINNYA 

SPO UOARA LAUT API/BUS 
I 

1. Pimpinan OPRO Bisnis VIP J 5pes,a I 5Esua', 
Kelas El<seirutif kenyataan 
IA 

2. Anggota DPRO Ekonomi Kelas EksekutJf Sesuai 
16 ker,yataan 

' ' 

d.2. Fasl~tas Transpor Bag, Pimpinan dan Anggota OPRD - 

19. Nusa Tenggara Timur Kah 72.000,· 

20. Kalimantan Barat Kali 107.000,· 

21. Kal1mantan Tengah Kali I 80.000.· 

22. Kalimantan Selatan Kali 97.000,· 

23. Kalimantan Timur Kali 353.000,· 

24. Kalimantan Utara Kali I 353.000,· 

25. Sulawesi Utara Kall 110.000,· 

26. Gorontalo Kali 115.000,· 

27 Sulawesi Barat Kali 217.000,- 

28. Sulawesi Selatan Kafi 128.000.- 

29. Sulawesi Tengah Kali 60.000,· 

30. Sulawesi Tenggara Kall 131.000,· 

31. Maluku Kali 171.000,· 

32. Maluku Utara Kall 174.000,· 

33. Papua KaU 354.000,· 

34. Papua Barat Kall 130.000,· 

JS. Nusa Tenggara Barat 213.000, Kali 
116.000,· 

I 
Kali 

148.000,· Ka 

50000.· 
~-000,- ~ 

Timur 



370000 .1au . .- 
~- Kepulauan Riau OH 370.000,· 

5. Jam bi OH 370.000,· 

6. Sumatera Barat OH 380.000,· 

7. Sumatera Selatan Ott 380.000,· 

8. Lampung OH 380.000,· 

9. Bengkulu OH 380.000,· 

10. Bangka Belitung OH 410.000,· 

11. Banten OH 370.000,· 

12. Jawa Barat OH 430.000,· 1 

13. OKI Jakarta OH 530.000,· 

14. Jawa Tengah OH 370.000,· 

15. D.I. Yogyakarta OH 420.000,· 
OH ' 

16. Jawa Timur 410.000,· I 

17. Bali OH 480.000,· 

18. Nusa Tenggara Barat OH 440.000,· 

19. Nusa Tenggara Timur OH 430.000,·, 

20. Kahmantan Barat OH 380.000,· 

21. Kalimantan Tengah OH 360.000,· 
• OH 380.000,· 22. Kalimantan Selatan 

23. Kalimantan Timur OH 430.000,- 

24. Kallmantan Utara OH 430.000,- 

25. Sulawesi urara OH 370.000,- 
t-- 

26. Gorontalo OH 370.000,· 
27 Sulawesi sarar OH 410.000,· 
28. Sulawesi Selatan OH 430.000,· 

29. Sulawesi Tengah OH 370.000,· 
30. Sulawesi Tenggara OH 380.000,· 
31. Maluku OH 380.000,· I 

- 

370.000,· I 
OH 3 p 

-~- 

u.,,-:., 11,;n;i<\ 

LRfll 
0:-1 360.000, 

~~~~~~~~~~~~ OH 



No. I Proving T Satuan Pim pi nan Ar,ggota 
DPRD DPRD 

I (On.\ I Rn.\ 

1. AC<!h KH •.• 20.000.- 1.308.000.· 

2. Sumatera Utara 
KH 4.%0.000,· 1.206.000,· 

3. Riau KH 3.817.000, · 1.168.000,· 

4. Keputauan Riau KH 3.410.000,- 930.000,- 

5. Jam bi l KH 4.000.000.- 
1.030.000,· 

6. SumatEra Barat KH 4.240.000,· 1.144.000,· 

7. sumatera Selatan KH 4.680.000, · 1.228.000,· . 

8. Ulmpung KH 3.960.000,· 1.299.000, · I 

9. lleflgkulu KH 1.300.000,· 790.000,·' 

10. Bangl<a Belitung KH z.ese.ooa- I r.rso.ooa- 
1 !. Sant en KH 3.808.000,· 1.430.000,· . 
12. Jawa Barat KH 3.664.000,· l.753.000,· 

13. DKJ Jakarta KH 8.720.000,· 1.000.000.- 

14. Jawa Tengah I KH 4.146.000,· 1.452.000::- 

15. D.I. Yogyakarta KH 4.620.000,· 1.248.000,· 

16. Jawa Timur KH 4.400.000,· !.359.000,- 

• KH 1.810.000,· 
17. Bali 4.881.000,· 

18. Nusa T enggara Ba rat KH 3.429.000,· 1.222.000,· 

19. Nusa T enggara Timur 
KH 3.000.000, · 1.000.000, · 

20. KaJimantan Barat KH 2.400.000,· 1.130.000,- 
' 

21. Kallmantan Tengah KH 3.000.000,· 1.596.000,-' 

22. Kai mantan Selatan KH 4.250.000,- 1.603.000,- 

23. Kalimantan Timur KH I 4.000.000,· 1.458.000,· 

24. Kalimantan utara KH 4.000.000,· 1.458.000,- 

25. Sulawesi utera KH 3.200.000,- ).553.000,· 

26. Gorontafo KH I 1.320.000,· 1.010.000,· 

- 

d.-' s.a.--ua~ &aya P.;ng,napan Perialanan o,nas Bagi Pimpinan dan 
.a.,,ggota DPRO 

= 0- -'30.000,· 

~ 
OH 58iJ.OOO,· 

l-= •.:pua Barat OH 460.000,- 



No. Provinsi I Satuan Luar Kota 
IRn.\ 

1. Aceh OH 120.000,· 

2. Sumatera Utara OH 130.000,· 
• 

3. Riau OH 120.000,· 

4. Kepu!auan Riau OH 130.000,- 
5. Jambi OH 130.000,· 

6. Surnatera Barat OH 120.000,· 
' 

7. Sumatera seteten I OH I 120.000,· 

8. Lampung OH 130.000,· 

9. Bengkulu OH 130.000,· 

!O. , Bangka Belltung OH 130.000,· 

e. Untuk perialaoan dinas dalam rangka mengikuti Keg,atan Worl<Shop, 
Bintek, Diklat, Seminar, tokakerva, Sosialisasi, Orientasi, Sarasehan, 
Asosiasi DPRD, Outbond dan sejenisnya yang pelaksanaannya 
diselenggarakan oteh pihak penyelenggara atau Rapat Kerja DPRD 
yang diselenggarakan di hotel diberikan biaya transportasi, uang 
nanan, dan uang representesi perjalanan cmas sebagai benl<ut : 
e. l. Uang transport dibefikan J (saw) kal• untuk setiap event 

kegiatan di wilayah Provinsi Jawa sarat, DKI Jakarta dan 
Provinsi Banten yang besarannya sebagaimana dimaksud paoa 
ayat (4) huruf c atau biaya transportasi sebagaimana dimaksud 
pada ayat (4) huruf d untuk senap event kegiatan diluar wilayah 
Provinsi Jawa Barat, DKI Jakarta dan ProvinSi Banten. 

e.2. Uang harian paket Fu!!board/Ful!daysebagal berikut : 

s Q s:&ra! ·- lr.ll LCJO 

S-0 5-CdX:r 
,- ..:..e~~,· I IJS.00'.\· 

2i Sib es; l erw;a.., r- :.030.000,· 1.298 000,· 

30. ~-er,gga,o ~H !.850.000,· 1.070.000,· 
~- 1.030.000,· 

31. M.1h,ku Kn 3.000.000,· 

12 Ma ~u Utara KH 3.110.000,· 1.s12.ooo.-1 
33. Papi..a. KH 2.850.000,· 1.524.000,· 

34. Pap,,a aa,at KH 2.750.000,· J.482.000,· 

Dalam mekanisme pertanggungiawaban dfsesuaikan dengan 
bukti pengeluaran yang sah (at-cost). 

- 



2. Peraturan Bupati lni rnerupakan bagian yang tidak terprsahkan dengan 
Peraturan Bupati Bekasi Nomor 3A Tahun 2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan 
Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan 
Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bekas, Nomor 8 Tahun 2004 tentang 
Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten 
Bekasi berikut perubahannya. 

e.3. Uang representasi sebesar Rp. 250.000,-}hari. 

•• Jawa Tengah 130.000,· I • -e., 

OH I 
15. D.L Yogyakarta 140.000, 

16. I Jawa Timur OH 140.000,· 
I 

17. Bali OH l60.000,· 

18. Nusa Tenggara Barat OH 150.000,· 

19. Nusa Tenggara Timur OH 140.000,· 

20. Kalimantan Barat OH 130.000,- 

21. Kalimantan Tengah OH 120.000,· , 
OH I 

22. Ka!imantan Selatan \30.000, I 

23. Kallmantan Timur OH 150.000,· 

24. Kalimantan Utara OH 150.000,· 

25. Sulawesi Utara OH 130.000,· 

26. Gorontalo OH 130.000,· 

27 Sulawesi Barat OH 120.000,· 

28. Sulawesi Selatan OH 150.000,· 

29. Sulawesi Tengah OH 130.000,· 

30. Sulawesi Tenggara OH 130.000,· 

31. Maluku OH 120.000,· 

32. Maluku Utara OH 130.000,· 

33. Papua OH 200.000,· 

34 . Papua Barat OH 160.000,· 
• 

- 

13. 

o; !~- 
OH :S0.000,· 

OH 180.000,· 



4 ~ !!(. ENE~SANAH YASIN 

Ditetapkan di Okarang Pusat 
paca ianggal ~,er~.IOJ• :o , 

/;, BUPATI BEKAS! ~ 

Agar senap orang mengetahuinya, memenntahkan pengundangan Peraturan 
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bekasi. 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Pasal II 


